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ABSTRAK

ermasalahan mengenai peraturan prosedur biaya pada arbitrase ini cukup
yulitkan banyak pihak dikarenakan dapat dikenakan biaya yang mahal untuk
yelesaian sengketanya. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang ckonominya
, g beruntung scperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
juan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan hambatan
bagi pelaku UMKM dalam akses keadilan untuk menyelesaikan sengketanya
melalui arbitrase serta untuk menentukan upaya apa saja yang dapat mengatasi
hambatan dalam menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Skripsi ini
merupakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data wawancara
dengan menggunakan pendekatan perundang — undangan dan pendekatan konsep.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM merupakan subjek
hukum schingga memiliki akses keadilan yang sama dengan pelaku Usaha
Menengah Keatas akan tetapi, memiliki hambatan dalam menyelesaikan
sengketanya melalui arbitrase seperti adanya kendala finansial, kurangnya
pengetahuan mengenai arbitrase, masih sedikitnya arbiter yang mampu menangani
dan belum ada lembaga arbitrase khusus menyelesaikan sengketa UMKM
sehingga, diperlukannya beberapa upaya penerapan prosedur arbitrase yang dapat
‘mempermudah pelaku UMKM untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase
serta dibantu dengan subsidi dari pemerintah untuk Lembaga arbitrase.
Kata kunci : Akses Keadilan; Sengketa; Arbitrase
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disebut dengan (UMKM)
merupakan suatu usaha kecil yang dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat
berdasarkan atas inisiatif seseorang. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat
memperluas lapangan kerja dengan memberikan pelayanan ekonomi kepada
masyarakat dan berperan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat,
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan mewujudkan stabilitas negara.
UMKM mempunyai konstribusi yang besar dan penting untuk memajukan
Perekonomian Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan agar
dapat memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas
kepada masyarakat, serta berperan aktif agar pendapatan masyarakat meningkat
secara rata agar terwujudnya stabilitas nasional. dengan adanya UMKM tidak hanya
mempermudah permasalahan bagi setiap individu, tetapi dapat juga membantu
perusahaan — perusahaan besar yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini telah
terbukti dengan berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia
yang dapat memberikan lapangan kerja baru sehingga mewujudkan kesejahteraan

pekerjaan masyarakat.



Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat jumlah
UMKM di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun pada tahun
2020 - 2021 awal kondisi UMKM sempat menurun tetapi tidak lama kemudian
pelaku usaha yang tadinya terpuruk kembali beroperasi normal karena kebijakan
pemerintah yang cukup efektif. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah
Usaha Mikro Kecil dan Menengah mencapai 64,2 juta unit pada tahun 2021.
Dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97% atau
senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian
Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada
serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.*

Dalam menjalankan usaha pasti ada resiko yang besar yang akan dihadapi bagi
setiap pengusaha yang menjalaninya. Tidak hanya kesuksesan yang dapat diraih
tetapi ada kalanya usaha tersebut mengalami kegagalan yang menyebabkan
kerugian bagi pelaku usaha. Perselisihan antara pelaku Usaha dengan pelaku usaha
lainnya, hutang piutang, dan perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu
konsekuensi hukum yang mengakibatkan suatu sengketa.

Salah satu contoh permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia yang
mengakibatkan munculnya permasalahan sengketa UMKM itu adalah dengan
adanya penyebaran virus Covid-19 yang menyebar hingga masuk ke Indonesia
yang menyebabkan pandemi sangat berpengaruh pada UMKM. Masa pandemi

Covid-19 telah menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan di bidang

1 Kementerian Investasi, Upaya Pemerintah Untuk memajukan UMKM Indonesia,

, diakses 6 November 2022
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ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan ekonomi setiap
orang yang drastis.> Contoh permasalahan yang dialami dari adanya pandemi
adalah seperti permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), hambatan distribusi produk dan kesulitan bahan baku
produksi. Penurunan tentu sangat berdampak buruk bagi pelaku UMKM.
Permasalahan pelaku usaha di masa pandemi juga mengakibatkan perselisihan
maupun Kkerugian yang terjadi antar pelaku usaha dengan pelaku bisnis lainnya
memungkinkan untuk membutuhkan pihak ketiga dalam menyelesaikan
permasalahan apabila tidak menemukan titik terang penyelesaiannya.

Sengketa bisnis yang terjadi selama masa pandemi seperti adanya pelanggaran
Hak Kekayaan Intelektual yang menggunakan karya orang lain untuk produk yang
dijual pelaku UMKM. Selain itu sengketa yang dapat terjadi juga disebabkan
adanya hutang. Sengketa bisnis yang dapat terjadi pada UMKM merupakan
sengketa perdata yang penyelesaiannya dapat dilakukan di pengadilan maupun luar
pengadilan. Sengketa kecil sebenarnya dapat dilakukan secara musyawarah terlebih
dahulu seperti melakukan negosiasi dan mediasi agar tidak menimbulkan kerugian
untuk masing — masing pihak, tetapi masyarakat kerap kali menyelesaikan
sengketanya melalui badan Pengadilan di Indonesia.

Negara Indonesia memiliki dua jenis badan Peradilan yang dijadikan sebagai
pelaksana Kekuasaan Kehakiman yaitu pertama melalui Mahkamah Agung dan

kedua melalui Mahkamah Konstitusi. Selain badan Peradilan terdapat pula

2 Sugiarti Y, Sari Y, & Hidayat, Peranan E-Commerce untuk Meningkatkan Daya Saing
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jurnal Kumawula: Jurnal Pengabdan Kepada
Masyarakat, Vol.3 No.2, Agustus 2020, him. 301



mekanisme penyelesaian sengketa yang diselesaikan diluar pengadilan yang timbul
berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian antara para pihak dalam
menyelesaikan permasalahan perdata seperti permasalahan bisnis diantara kedua
belah pihak. Badan peradilan diluar pengadilan disebut Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang — Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?® selanjutnya
disebut dengan (Undang — Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
merupakan salah satu jalan yang baru yang disarankan karena memberikan proses
penyelesaian diluar pengadilan yang bersifat mendapatkan kenyamanan yang
bersifat bermusyawarah agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua pihak
agar tidak ada yang mengalami kerugian. Tidak semua masyarakat mengetahui
mengenai arbitrase sehingga, masyarakat masih menyelesaikan semua sengketanya
melalui peradilan umum. Selain pengetahuan yang minim mengenai arbitrase,
pelaku usaha juga mengalami kesulitan dalam akses keadilan penyelesaian
sengketa melalui arbitrase.

Melalui peraturan prosedur berperkara yang mengatur di Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) kita dapat melihat aspek yang menghambat akses
keadilan bagi pelaku UMKM dalam menjalani prosedur berperkara melalui
arbitrase terutama terkait mengenai biayanya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk

penyelesaian sengketa melalui arbitrase cukup besar bagi pelaku UMKM. Seperti

3 Indonesia, Undang — Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang
— Undang Nomor 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No0.3872



yang kita tahu, untuk biaya pendaftaran, biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan
biaya arbiter yang dimana minimum biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar
Rp.25.000.000,- ke atas. Hal tersebut diluar dari biaya transportasi arbiter, dan saksi
maupun ahli yang harus didatangkan merupakan tanggung jawab dari masing —
masing pihak. Dapat kita lihat pula, dalam pasal 35 ayat (2) Peraturan dan Prosedur
Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2022), BANI dapat meminta
penambahan biaya bahwa besarnya tuntutan telah meningkat daripada biaya yang
semula diperhitungkan. Hal tersebut tentu menyulitkan pelaku UMKM untuk
menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dalam aspek biaya.

Ditambah adanya Pandemi Covid-19, Kesulitan yang dialami seperti mengenai
efisiensi waktu penyelesaian sengketa, pada dasarnya waktu yang digunakan dalam
proses arbitrase lebih efisien tetapi bagi pelaku usaha tentu masih mengalami
kendala seperti tidak menemukan waktu yang tepat untuk agenda persidangan
kedua belah pihak. Seperti dalam kondisi pandemi yang sedang terjadi, hal ini tentu
menyulitkan baik pelaku usaha maupun arbiter untuk melakukan persidangan tatap
muka. Kesulitan lainnya yang dialami pelaku usaha yaitu mengenai biaya yang
harus dikeluarkan dikarenakan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan nilai
sengketanya yang cenderung akan lebih mahal, tetapi apabila dibandingkan dengan
penyelesaian melalui peradilan umum maka biaya yang akan dikeluarkan dapat
lebih mahal dikarenakan proses penyelesaiannya cenderung lebih lama,
memerlukan pengacara, dan putusannya tidak bersifat final yang dimana dapat
diajukan banding yang akan memerlukan biaya lebih besar lagi. Selain itu, para

pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir akan putusan arbitrase karena dalam



Psasal 60 Undang — Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
menjelaskan bahwa “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak” sehinggat arbitrase memiliki kewenangan
yang mutlak terhadap kewenangan peradilan umum.*

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas
mengenai AKSES KEADILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN
MELALUI ARBITRASE.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki akses keadilan
yang sama dengan pelaku usaha menengah ke atas dalam penyelesaian
sengketa perniagaan melalui arbitrase ?
2. bagaimana hambatan dalam akses keadilan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah untuk menyelesaikan sengketa perniagaan melalui arbitase ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah demi mewujudkan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa
perniagaan melalui arbitrase ?
C. Tujuan Penelitian
Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari

penelitian adalah :

4 Harry Ismaryadi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Opsi Hukum Bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, https://medan.inews.id/read/81588/alternatif-penyelesaian-sengketa-
sebagai-opsi-hukum-bagi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah, diakses 1 Oktober 2022



https://medan.inews.id/read/81588/alternatif-penyelesaian-sengketa-sebagai-opsi-hukum-bagi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah
https://medan.inews.id/read/81588/alternatif-penyelesaian-sengketa-sebagai-opsi-hukum-bagi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
memiliki akses keadilan yang sama atau tidak dengan usaha menengah ke atas
dalam penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase.

2. Untuk menganalisa dan menjelaskan hambatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah dalam akses keadilan untuk menyelesaikan sengketa perniagaan
melalui arbitrase.

3. Untuk menentukan upaya mengatasi hambatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil
dan Menengah demi mewujudkan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa
perniagaan melalui arbitrase.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil serta dapat di implementasikan baik bagi penulis,

para akademisi, Lembaga Arbitrase, serta manfaat kedepannya untuk Usaha Mikro

Kecil dan Menengah. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi akademisi
hukum dan juga untuk menambah pengetahuan tentang alternatif penyelesaian
sengketa, khususnya dalam bidang arbitrase.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan dan pemikiran
baru bagi Lembaga Institusi Arbitrase untuk mengimplementasikan jalan yang

cepat dan mudah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



2. Manfaat Praktis

a.

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberi masukkan bagi
Lembaga arbitrase yaitu dapat membentuk suatu Lembaga arbitrase khusus
untuk penyelesaian sengketa Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan kajian bagi pihak
arbiter bahwa manfaat yang diperoleh ialah memperoleh kepercayaan dari
masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase dengan dapat
menunjuk arbiter sesuai dengan sengketa yang akan dihadapi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi pelaku Usaha
Mikro Kecil dan Menengah yaitu dengan terwujudnya akses keadilan dalam
arbitrase ini dapat mempermudah pelaku dalam menyelesaikan sengketanya
melalui arbitrase.

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi pelaku usaha
lainnya (usaha menengah ke atas) dengan menyelesaikan melalui arbitrase ini
dapat mempermudah pelaku dalam menyelesaikan sengketa.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan pengetahuan bagi
masyarakat yang awam akan pengetahuan mengenai arbitrase, bahwa arbitrase
ini dapat menyelesaikan sengketa perniagaan berdasarkan kesepakatan semua
pihak yang tidak memberikan kerugian untuk setiap orang.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian skripsi ini memfokuskan agar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

memiliki akses keadilan yang sama dengan pelaku usaha menengah keatas serta

mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan bagi pelaku Usaha Mikro



Kecil Menengah demi mewujudkan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa
perniagaan melalui arbitrase.
F. Kerangka Teori
1. Teori Keadilan
a. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang memiliki makna seperti tidak sewenang
—wenang dan tidak memihak. Keadilan pada dasarnya suatu konsep yang relatif
bahwa setiap orang itu tidak mendapatkan hak yang sama karena adil hanya
didapatkan satu pihak yang satu belum tentu merasa bahwa ia telah mendapatkan
keadilannya, hal ini harus relevan. Keadilan dianggap sebagai salah satu bentuk
kebajikan yang datangnya secara alamiah. Dalam konsep keadilan dapat
didefinisikan sebagai bentuk kewajiban moral yang mengikat antara satu sama
lain yang tidak menimbulkan kerugian seperti membahayakan kehidupan
seseorang yang dapat disebut sebagai bentuk moral artifisial. Keadilan
merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang bertujuan demi terwujudnya
tatanan dalam kemajuan sosial.

Nilai — nilai keadilan harus menjadi dasar yang harus diwujudkan dalam
suatu kenegaraan yang dijadikan tujuan negara yaitu demi mewujudkan
kesejahteraan warganya. Keadilan juga memiliki prinsip — prinsip untuk
menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan dengan
berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan
juga keadilan sosial. Keadilan berhubungan dengan pemenuhan hak dan

kewajiban, keuntungan — keuntungan sosial, dan orang — orang yang terlibat
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dalam masyarakat politisi. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat

manusia dalam hak dan kewajiban.®

1) Teori Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari
kebajikan rasional untuk mewujudkan keadilan yang menyejahterakan seluruh
kelompok masyarakat. Rawls memberikan pandangan bahwa setiap individu
dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Tidak ada
pembedaan status seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu sama
lain. Pada dasarnya hukum harus menjadi panutan masyarakat untuk mengambil
langkah keadilan dengan memperhatikan kepentingan setiap orang.

Tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, adalah
sebagai berikut :

a) Teori memberikan keterangan mengenai prinsip — prinsip keadilan yang
berdasarkan keputusan moral di kehidupan sehari — hari kita. “keputusan
moral” yang dimaksud John Rawls adalah dengan melakukan perbaikan akan
ketimpangan yang dialami masyarakat lemah dengan menyediakan institusi
— institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

b) Setiap aturan yang ada harus memposisikan diri sebagai penegak untuk
mengembangkan kebijakan yang akan mengoreksi adanya ketidak adilan

yang dialami masyarakat lemah.

5 William Chang, Menggali Butir-butir Keutamaan, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), him.
31-32
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2) Teori Keadilan Menurut Aristoteles
Keadilan pada dasarnya suatu perbuatan yang memberikan putusan yang
bersifat sama rata sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang —
Undang. Menurut Filsuf Aristoteles, keadilan dipahami dalam pengertian
kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit.
Misalnya setiap orang sama dihadapan hukum. Kemudian kesamaan yang
seimbang yaitu memberikan semua yang telah menjadi haknya kepada setiap
orang, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.®
Dalam pandangan keadilan Aristoteles ini sebagai suatu pemberian hak
persamaan buka persamarataan. Hak persamaan ini disesuaikan dengan hak
proposional setiap orang yang memberikan tiap orang itu menerima haknya
sesuai dengan kemampuan dan prestasi sesuai yang telah dilakukan. Selain itu,
kesamaan hak dipandangan manusia itu dianggap di satu posisi yang sama.
Inilah yang dapat dikatakan bahwa setiap manusia atau warga negara apabila di
hadapan hukum akan dianggap sama.
b. Macam — Macam Keadilan
Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua keadilan yang pertama yaitu
keadilan distiributif, merupakan keadilan dalam segi apa yang diberikan negara
kepada masyarakatnya dan apa yang berhak masyarakat dapatkan dari negaranya.

Sedangkan yang kedua yaitu keadilan korektif, merupakan keadilan yang diberikan

& Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme), (Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya, Cetakan 5, 2015), him. 241
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secara sama rata antar perorangan, dan apabil terjadi kejadian yang tidak adil maka

harus diselesaikan sesuai keadilan atas kejadian itu.’

c. Prinsip — Prinsip Keadilan

e Prinsip Keadilan Menurut John Rawls
John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip — prinsip keadilan

dengan menggunakan konsep ciptanya yaitu posisi asali atau kondisi awal. John

Rawls menekankan dengan memberikan prinsip keadilan yaitu :®

1) Prinsip kebebasan yang paling luas dan sama bagi semua orang (the greatest
equal liberty principle). Yang dimana keadilan disini menegaskan bahwa
perbedaan sosial dan ekonomi itu harus diatur agar memberikan manfaat bagi
pihak yang kurang beruntung. Sehingga setiap individu memiliki hak yang
setara terhadap kebebasan yang sistemnya memberikan kebebasan untuk
semua (liberty for all). Contohnya seperti : kebebasan berbicara, kebebasan
menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2) Prinsip diferen (the difference principle), istilah perbedaan disini menuju pada
ketidaksamaan dalam kehidupan seseorang, agar mendapatkan pendapatan
kesejahteraan yang merata. Adanya ketidaksetaraan menyangkut sosial dan
ekonomi, maka dapat diatur sehingga :

a) Diharapakan memberikan keuntungan bagi setiap orang dan bagi yang
tidak beruntung pun tidak mengalami kerugian.

b) Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

7 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2003), him. 203

8 Karen Leback, Penerjemah Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan [Six Theories Of
Justice], diterjemahkan oleh Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2018), him. 53
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Berdasarkan prinsip — prinsip diatas, John Rawls memilih Rawls memilih
pelaksanaanya berdasarkan demokrasi konstitusional (constitutional democracy)
yang diwujudkan dengan keberadaan badan-badan perwakilan yang
keanggotaannya dipilih melalui cara-cara yang adil. Rawls tetap membuka ruang
adanya pembatasan terhadap kebebasan berpolitik. Akan tetapi pembatasan
tersebut haruslah memberikan jaminan dan manfaat yang sama bagi kelompok atau
golongan yang kurang beruntung (the least advantaged). °

Berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls dan Aristoteles maka dapat
dipahami bahwa keterkaitan antara teori keadilan dengan akses keadilan bagi
pelaku UMKM sangatlah penting. Karena masih adanya ketidaksetaraan terkait
sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Maka, Keadilan itu harus memenubhi kriteria
hukum yang mengharuskan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang
untuk memperoleh keadilan yang sama. Jika ditinjau melalui aspek biaya dalam
penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih memberikan keuntungan hanya untuk
pelaku usaha menengah ke atas. Karena dapat kita lihat, dalam Peraturan dan
Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan juga Peraturan
biaya arbitrase yang dikeluarkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
mengenai besar biaya yang harus dikeluarkan cukup besar sehingga dapat
menyulitkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk membayarnya.

Dikarenakan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya

menguntungkan satu pihak yaitu pelaku usaha menengah ke atas, maka seharusnya

9 Pan Mohammad Faiz, “Teori Kadilan John Rawls,” Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1,
2009, him.147
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hukum mengeluarkan peraturan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk
setiap orang. Sehingga bagi pihak yang mendapatkan posisi yang kurang
menguntungkan juga memperoleh keadilan yang sama. Dengan cara memberikan
keadilan berupa membuka akses keadilan dalam aspek biayanya diringankan agar
pelaku UMKM dapat membayarnya untuk menyelesaikan sengketanya melalui
arbitrase dengan mudah.

2. Teori Kontrak

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu contract of
law, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenscomstrecht.
Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang
mengatur hal tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.'® Dalam
istilah kontrak memiliki arti yang sama dengan perjanjian. Perjanjian menurut Pasal
1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Salim H.S mengemukakan
pendapatnya mengenai definisi hukum kontrak adalah “keseluruhan dari kaidah —
kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Dalam hukum kontrak ada lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak,
asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad
baik, dan asas kepribadian. . Berikut mengenai penjelasan kelima asas berikut :

a. Asas kebebasan berkontrak

10 Lawrence W. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar [American Law: an
Introduction], diterjemahkan oleh Wishnu Basuku, (Jakarta: Tatanusa, 2001), him.196



15

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk membuat
atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjiannya dengan siapapun,
menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan menentukan
bentuk perjanjiannya.

b. Asas konsensualisme
Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada
umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya
kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus
menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana
layaknya sebuah undang-undang.

d. Asas itikad baik
Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu setiap pihak harus
melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang
teguh atau kemauan baik dari para pihak

e. Asas kepribadian
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan
melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan

saja, dan perjanjiannya hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.?

1 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika,2010), him. 9-11
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Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan unsur — unsur yang terdapat

dalam hukum kontrak adalah sebagai berikut :?

a.

Adanya hubungan hukum, hubungan hukum adalah hubungan yang
menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban.

Subjek hukum, subjek hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban.
Kata sepakat, sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para
pihak.

Adanya prestasi, prestasi adalah apa yang menjadi hak dari kreditur dan
kewajiban debitur, prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat
sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Akibat hukum, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan
menimbulkan akibat hukum sehingga timbulnya hak dan kewajiban.

Bagi setiap orang yang ingin menyelesaikan permasalahan sengketa melalui

pemilihan Arbitrase ini harus berdasarkan kontrak yang disetujui oleh semua pihak

yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang

berisi :

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan

diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang,
maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan

kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

12 1bid, him.5
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(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani
oleh para pihak.

(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam
bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail
atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu
catatan penerimaan oleh para pihak.

3. Teori Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi
Di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme

litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian

sengketa yang sudah dikenal sejak lama dan selalu dilakukan adalah melalui proses

di pengadilan yang bersifat win-lose, waktu penyelesaiannya cukup lama dan tidak

responsif. Namun sebenarnya ada pula penyelesaian sengketa diluar pengadilan

yang dapat dilakukan dan seiringnya waktu telah berkembang yaitu proses
penyelesaian sengketa non litigasi.*® Proses penyelesaian sengketa non litigasi ini
terbagi menjadi 2 macam vyaitu, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa ini dapat berkembang dengan seiringnya waktu

karena melalui alternatif diluar pengadilan ini dapat mengurangi kemacatan di

pengadilan yang menyebabkan proses pengadilan menjadi berkepanjangannya

sehingga dapat memakan biaya yang tinggi dan hasilnya kurang memuaskan. Selain

itu juga dapat meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian

13 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan
Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 2 Cetakan 3,2016), him.9
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sengketa yang dapat memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian
sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak
dengan hasil yang memuaskan.

Alternative Dispute Resolution atau biasa kita sebut Alternatif Penyelesaian
Sengketa ini diatur dalam Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999, didalam Pasal
1 ayat 10 Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian
Sengketa adalah suatu Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Menurut
Hadimulyo, arbitrase tidak dimasukkan kedalam bentuk alternatif, karena arbitrase
berlangsung atas dasar pendekatan adversarial, pertikaian yang menyerupai proses
peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah.

Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang
diakui oleh Undang — Undang yang dimana salah satu pihaknya menyerahkan
ketidaksepakatannya dengan pihak lain kepada satu orang arbiter ahli yang
professional dengan tata cara perdamaian yang disepakati bersama yang
putusannya bersifat final dan mengikat dengan mendapatkan keadilan secara cepat
dan murah. Namun, tidak semua sengketa itu dapat dilakukan melalui arbitrase ini
melainkan hanya sengketa yang menurut hukum atas dasar kata sepakat oleh semua

pihak.1®

14 1bid, him.10
15| Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase (Jakarta: PT. Fikahati
Aneska, 2014), him. 195
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G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah — langkah apa saja yang dapat diambil untuk
menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data wawancara. Penelitian
hukum nomatif ini seperti mengkaji Peraturan perundang — Undangan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan arbitrase dan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI). digunakan pada penelitian ini karena Metode
penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu
proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalah hukum yang
dihadapi.'®

Dalam penelitian ini juga diperkuat dengan penjelasan data wawancara terkait
dengan akses keadilan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam
penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase. Adapun wawancara ini
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan melalui surat berupa pertanyaan yang
akan diajukan kepada Instansi Arbitrase mengenai penyelesaian permasalahan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
him. 45-46
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2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini terdapat beberapa pendekatan penelitian

meliputi dengan didukung data wawancara :

a.

Pendekatan Perundang — Undangan (Statue Approach)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang
bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan
perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan regulasi dan
legilasi.t’

Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberikan pandangan-
pandangan terhadap isu hukum dalam penelitian hukum. Pendekatan ini
menjadikan perspektif doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum
sebagai landasan dalam penyelesaian isu hukum yang menjadi permasalahan
di dalam penelitian ini.'8

Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang dapat dikumpulkan dalam penelitian Hukm

Normatif ini dapat berupa bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan

Bahan Hukum Tersier :

a. Bahan Hukum Primer

"Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 157

18 Op.Cit, Muhaimin, him. 57
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Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat yuridis yang
digunakan untuk mengkaji isu hukum penelitian. Bahan hukum primer
sementara yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

3. Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang
berlaku Januari 2023.

4. Kitab Undang — Undang Hukum Perdata (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu

menganalisi berupa referensi — referensi seperti berupa buku serta jurnal yang

berkaitan dengan akses keadilan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam
penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang dapat

menganalisis lebih dalam ari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan

hukum tersier ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta jurnal ilmiah yang

berhubungan dengan penelitian ini.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan
penelitian yaitu :
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan
memahami serta mengutip dokumen peraturan perundang — undangan, buku —
buku, jurnal, literatur, serta artikel yang berkaitan dengan akses keadilan bagi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penyelesaian sengketa perniagaan
melalui Arbitrase.
b. Studi lapangan
Merupakan data penunjang yang diperoleh langsung dari sumber yaitu melalui
wawancara. Cara ini dilakukan oleh penulis dengan mengajukan pertanyaan
melalui surat berupa pertanyaan yang akan diajukan kepada Instansi Arbitrase
mengenai penyelesaian permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian
Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi akan dilakukan
dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan
perundang — undangan yang ada hubungannya dengan peraturan hukum mengenai,
akses keadilan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya dalam
penyelesaian sengketa perniagaan melalui arbitrase. Setelah memperoleh bahan
hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya
adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan

sistematisasi terhadap bahan — bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa
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membuat klarifikasi terhadap bahan — bahan hukum yang memudahkan dalam
melakukan analisis.
1. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis secara
deskriptif — kualitatif yaitu dengan melakukan analisis secara menyeluruh yang
menggambarkan objek yang diteliti serta data yang terkumpul dan juga
memfokuskan pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di
masyarakat.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik penarikan kesimpulan
dengan cara metode penarikan kesimpulan deduktif. Dikarenakan penarikan
kesimpulan deduktif merupakan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan
yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi yang dalam arti

lain menarik kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang bersifat khusus.®

19 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Unpam Press, 2018), him.64
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